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ABSTRAK 

Narapidana perempuan merupakan bagian dari masyarakat, selaku manusia 

pada umumnya narapidana mempunyai hak yang wajib untuk dijunjung oleh 

hukum dan pemerintah. Penyusun ingin meneliti tentang hak narapidana 

perempuan yang berstatus sebagai narapidana, mereka berhak untuk mendapatkan 

haknya sebagai manusia khususnya narapidana perempuan. Dalam hal ini sudah 

seharusnya narapidana mendapatkan haknya sesuai yang tertera dalam Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Setiap manusia memiliki 

hak asasi manusia yang harus dipenuhi oleh semua kalangan, karena hak asasi 

manusia tidak memberikan batasan terhadap jenis kelamin wanita ataupun laki-

laki.berdasarkan latar belakang diatas permasalahan yang akan dibahas dalam 

penelitian ini adalah bagaimana pemenuhan hak narapidana perempuan di 

lembaga pemasyarakatan kelas IIB Yogyakarta. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan 

menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu suatu penelitian yang secara 

deduktif diawali dengan menganalisa dari pasal-pasal dalam peraturan perundang-

undangan yang berlaku dihubungkan dengan fakta-fakta yang ada dilapangan. 

Sifat penelitian dalam penelitian ini adalah deskriftif analitis tentang sistem 

pemenuhan hak narapidana perempuan di lembaga pemasyarakatan kelas IIB 

Yogyakarta.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan hak narapidana 

perempuan belum terlaksana secara keseluruhan sesuai dengan yang tertera di 

dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan hal ini 

dapat dilihat dari kurangnya fasilitas serta sarana dan prasarana di Lembaga 

Pemasyarakatan Kelas IIB Yogyakarta dan mininya pengetahuan para petugas 

akan pentingnya nilai-nilai HAM untuk diterapkan dan diberikan kepada setiap 

narapidana.  

 

Kata Kunci: Hak Narapidana Perempuan, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 

2022, Al-Huquq Al-Insaniyah. 
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ABSTRACT 

Female convicts are part of society, as human beings in general, they have 

rights that must be ordered by law and the government. The authors want to 

examine the compensation rights of women who have compensation status, they 

have the right to obtain their rights as human beings, especially women's 

compensation. In this case, it should have been corrected to obtain the rights as 

stated in Law Number 22 of 2022 concerning Corrections. Every human being 

has human rights that must be fulfilled by all groups, because human rights do not 

place restrictions on the female or male gender. IIB Yogyakarta.. 

This type of research is field research using an empirical juridical 

approach, namely research that begins deductively by analyzing the articles in the 

applicable laws and regulations in connection with the facts in the field. The 

nature of the research in this study is analytical descriptive about the system for 

fulfilling the rights of female prisoners in class IIB correctional institutions in 

Yogyakarta. 

The results of this research indicate that the implementation of the rights of 

female prisoners has not been implemented in its entirety in accordance with what 

is stated in Law Number 22 of 2022 concerning Corrections. This can be seen 

from the lack of facilities and infrastructure at the Yogyakarta Class IIB 

Correctional Institution and the lack of knowledge of the officers. of the 

importance of human rights values to be implemented and given to every prisoner. 

Keywords: Rights of Women Prisoners, Law Number 22 of 2022, Al-Huquq Al-

Insaniyah. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Negara Indonesia merupakan negara hukum.1 Sebagaimana yang tercantum 

dalam undang-undang dasar 1945, yang mewajibkan negara (state) dan warga 

negara (society) mematuhi aturan hukum. Sebagai subjek hukum, warga negara 

wajib memperhatikan dan mentaati aturan norma hukum yang berlaku. Hal ini 

mengacu pada kodifikasi hukum, yang menyatakan bahwa aturan hukum 

mengikat dan mengikat. Ini berarti bahwa undang-undang mewajibkan warga 

negara untuk mematuhi standar hukum yang berlaku. Segala perbuatan yang 

dianggap dapat dipidana akan dikenakan sanksi hukum berupa sanksi pidana. 

Ketentuan ini diterapkan secara tegas dalam kerangka negara hukum, sehingga 

setiap warga negara harus patuh terhadap peraturan yang ada.2 

Indonesia memiliki 5 macam pokok pidana hukuman yang tertuang dalam 

Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yakni, pidana mati, pidana penjara, 

pidana kurungan, pidana denda dan pidana tutupan.  Dari kelima hukuman 

tersebut, hukuman penjara inilah yang kemudian dilaksanakan melalui sistem 

pemasyarakatan di lembaga pemasyarakatan. Disebutkan dalam Ketentuan Umum 

Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 

tentang Pemasyarakatan (selanjutnya disebut sebagai UU Pemasyarakatan) bahwa 

                                                           
1 Pasal 1 Ayat (3). 

 
2Tahri Azhary, Negara Hukum Suatu Study tentang Prinsip-Prinsipnya dilihat dari segi 

Hukum Islam, Implementasinya pada periode Negara Madinah dan Masa Kini, (Jakarta: Kencana, 

2003), hlm. 30.  
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menyatakan:  “Lembaga pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan 

fungsi pembinaan terhadap narapidana.” 3 

Semua pengaturan tentang penyelenggaraan lembaga pemasyarakatan 

tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Republik Indonesia 

tentang pemasyarakatan.  Undang-undang ini menjadi salah satu landasan 

hukum unit pelaksanaan teknis pemasyarakatan, menggantikan undang-undang 

sebelumnya yaitu. Undang-Undang Pemasyarakatan No. 12 Tahun 1995. Fasilitas 

Lapas menjadi wadah dimana upaya terbaik pemerintah dalam memberikan 

pelayanan dan juga pembinaan narapidana yang berorientasi kepada pembinaan 

dan pembimbingan narapidana sehingga dapat diterima di lingkungan masyarakat 

dengan baik.4 

Secara konseptual, perlakuan pidana penjara di Indonesia memang telah 

mengalami perubahan yang mendasar dan signifikan. Perubahan penting ini 

setidaknya ditandai dengan munculnya konsep penjara sebagai pengembangan 

narapidana. Sistem penegakan lapas yang digunakan di masa lalu cenderung 

berorientasi pada tujuan hampir semata-mata ditujukan untuk balas dendam atas 

kejahatan/kesalahan terpidana, yang berujung pada pembenaran atas berbagai 

tindakan penyiksaan yang dilakukan oleh petugas lapas yang bertujuan untuk 

memberikan efek jera bagi pelakunya, sehingga terpidana merasa tersiksa akibat 

                                                           
3 Pasal 1Angka (18). 

 
4 Ferdy Saputra, “Peranan Lembaga Pemasyarakatan Dalam Proses Penegakan Hukum 

Pidana Dihubungkan Dengan Tujuan Pemidanaan,” Jurnal Ilmu Hukum Reusam VIII, no. 1 

(2020): hlm 9. 
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pemenjaraan petugas dan menimbulkan rasa dendam narapidana atau warga 

binaan kepada petugas lapas.5 

Sedangkan dalam sistem pemasyarakatan praktek penjara tersebut di 

maksudkan sebagai suatu proses pemanusiaan kembali dengan cara dilakukan 

pembinaan dan pembimbingan kepada narapidana agar dapat kembali menjadi 

warga negara yang baik dan berguna dalam kehidupan masyarakat.  Sehingga hal 

tersebut berorientasi kepada rehabilitasi narapidana. Sistem pemasyarakatan 

diselengarakan dalam rangka memberikan jaminan perlindungan terhadap hak 

tahanan dan anak serta meningkatkan kualitas keperibadian dan kemandirian 

warga binaan. Fungsi dari lembaga pemasyarakatan antara lain meliputi 

pelayanan, pembinaan, pembimbingan kemasyarakatan, perawatan dan 

menjunjung tinggi penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi 

manusia.6 

Sebagai bagian dari kebijakan pidana Indonesia,narapidana yang tertangkap 

diadili di pengadilan dan dihukum oleh pengadilan jika terbukti bersalah. Salah 

satu pidana atau pidana yang utama adalah tindak pidana perampasan 

kemerdekaan atau pidana penjara, dimana pengadilan mengirimkan terpidana ke 

Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) untuk menjalani pidana yang telah ditentukan 

sampai dinyatakan bebas.7 Pelanggaran kasus hukum tidak hanya dilakukan oleh 

                                                           
5 Abdul Kholiq, “Socio-Religious Practices of KalangShaman: Symbol of Minority 

People’s Resistance in Indonesia,” Jurnal Sosiologi Walisongo 6, no. 2 (2022): hlm 146-158. 

 
6 Suwarto, “Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan,” Jurnal Hukum 

Pro Justisia 25, no. 2 (2007): hlm 173. 

 
7 Sri Aryanti Kristianingsih, “Hak Narapidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia 

(Studi Di Rutan Salatiga)” (Universitas Islam Indonesia, 2017). 
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pihak laki-laki akan tetapi perempuan juga berpotensi untuk melakukan tindakan 

kriminal atau tindakan kejahatan. Tindakan yang dilakukan perempuan biasanya 

disebabkan karena faktor ekonomi dan faktor sosial.8 

Setiap orang yang dipidana di dalam penjara harus mendapatkan haknya, 

dan lembaga pemasyarakatan harus memenuhi hak-hak terpidana. Perempuan di 

penjara adalah subjek hukum yang juga memiliki hak asasi manusia untuk 

diperjuangkan. Mereka adalah warga negara yang juga membutuhkan 

perlindungan dalam menjalankan hak asasinya. Islam tidak hanya menjamin hak-

hak perempuan, tetapi juga melindungi perempuan dari siapa pun yang dapat 

merusak kehormatannya, melemahkan otoritasnya dan merendahkan martabat 

kemanusiaannya. Islam tidak mengenal diskriminasi. Setiap orang memiliki 

kedudukan yang sama di hadapan Allah SWT dan hukum (equality before the 

law), baik laki-laki maupun perempuan. Perbedaannya terletak pada tingkat 

keimanannya.9 

Narapidana bukanlah orang hukuman, tetapi orang yang khilaf yang telah 

melakukan kesalahan melanggar hukum sehingga harus menjalani hukuman atas 

perbuatan yang telah dilakukannya. Narapidana memilki kesempatan untuk 

berubah atas perbuatan yang telah dilakukan sehingga narapidan harus dibina dan 

bimbing oleh negara melalui lembaga pemasyarakatan. Narapidana sama dengan 

manusia pada umumnya akan tetapi hanya saja haknya dibatasi untuk sementara 

waktu sampai masa hukuman mereka dinyatakan selesai. Pembinaan dan 

                                                           
8 Siti Nurningsih dan Nur Hidayah, “Kesetaraan Hak Warga Binaan Di Lembaga 

Pemasyarakatan Kelas II A Dan B Yogyakarta,” Jurnal Kajian Sosiologi 9, no. 1 (2020): hlm 18. 

 
9 Iin Srianturi, “Hak-Hak Narapidana Perempuan Di Tinjau Dalam Hukum Islam,” Jurnal 

Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam 3, no. 1 (2021): hlm 17. 
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pembimbingan narapidana tidak boleh dilakukan melaui penyiksaan dan 

dikskriminasi karena hal tersebut sangat bertentangan dengan hak asasi manusia 

dalam Islam.  

Seorang perempuan yang kita kenal lemah lembut dibandingkan laki-laki 

dan relatif lemah dibandingkan laki-laki, ternyata memiliki potensi untuk 

melakukan pelangggaran hukum/ kejahatan. Perempuan yang melakukan tindak 

pidana juga akan menjalani hukumanya di lembaga pemasyarakatan. Narapidana 

perempuan dengan narapidana laki-laki jelas berbeda dalam segi pemenuhan hak. 

karena perempuan memiliki hak khusus atau hak kodrati  yang tidak dimiliki oleh 

kaum laki-laki seperti  haid, hamil, melahirkan dan menyusui. Sehingga pada saat 

narapidana perempuan sedang hamil, atau memiliki anak bayi hak-hak narapidana 

lebih diistimewakan dibanding narapidana lain karena ibu yang sedang hamil atau 

menyusui harus mendapatkan gizi yang cukup dari pada biasanya. Dan hak-hak 

khusus itu harus dipenuhi meskipun berada di lembaga pemasyarakatan.  

Akan tetapi pada kenyataanya banyak ditemui berbagai problematika di 

Lembaga Pemasyarakatan yang mana hak narapidana perempuan tidak 

terpenuhi.10 Fasilitas yang kurang memadai sangat berpengaruh dalam pemenuhan 

hak narapidana terkhususnya narapida perempuan. Seperti kasus yang terjadi di 

lembaga pemasyarakatan kelas IIB Yogyakarta ada seorang narapidana yang tidak 

terpenuhi haknya sebagai seorang  narapidana seperti saat seorang narapidana 

hamil peralatan atau fasilitas di lembaga pemasyarakatan kelas IIB Yogyakarta 

belum lengkap sehingga narapidana harus dirujuk ke rumah sakit untuk 

                                                           
10 Anshar, “Pemenuhan Hak-Hak Khusus Narapidana Perempuan (Studi Pada Lembaga 

Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Ternate),” Jurnal Yurisprudensi 8, no. 1 (2021): hlm 75. 
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mendapatkan perawatan dengan di damping oleh petugas lapas. Selain itu, 

fasilitas peralatan serta obat-obatan yang terbatas di lapas menjadikan hak 

narapidana tidak terpenuhi. Suatu ketika ada seorang narapidana perempuan Ratna 

(nama samara) di lembaga pemasyarakatan kelas IIB Yogyakarta mengidap 

penyakit ganguan pernapasan (asma) akan tetapi di lapas tidak ada oksigen 

pernapasan (nebulizer), sehingga narapidana tersebut harus menelpon keluarganya 

untuk membawakan alat pernapasan tersebut.11  

Kasus lainnya terjadi, di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA 

Jakarta Timur, narapidana bernama Iis (nama samaran) mendekap di penjara 

karena kasus penggelapan dengan usia kehamilan sudah memasuki usia 3 bulan, 

dan menghabiskan 6 bulan sisa kehamilan di penjara, selama 6 bulan dipenjara Iis 

mendapatkan pemeriksaan hanya dari bidan dan tidak pernah mendapatkan 

pemeriksaan ultrasonography (USG), dan setelah melahirkan Iis dipindahkan ke 

sel bersama narapidana yang juga sedang memiliki anak, Iis mengatakan bahwa 

fasilitas air hangat (termos) sangat tidak sebanding dengan jumlah bayi yang ada 

didalam sel tersebut. Kasus diatas merupakan kasus contoh hak narapidana 

perempuan hamil dan menyusui yang tidak terpenuhi dan fasilitas yang tidak 

layak ketika berada didalam lembaga pemasyarakatan.12 

 Merujuk pada kasus diatas, sudah seharusnya program pembinaan 

narapidana dilaksanakan sebaik mungkin. Sesuai dengan salah satu tujuan 

                                                           
11 Wawancara dengan Dinda Tri Pramudita, Narapidana (WBP), Lembaga 

Pemasyarakatan Kelas IIB  Yogyakarta, Tanggal 19 Mei 2023. 

 
12 Reza Gunandha, Kegetiran Napi Yang Hamil, Melahirkan Dan Rawat Anak Di Penjara, 

Suara. Com, https://www.suara.com/news/2019/12/25/170304/kegetiran-napi-perempuan-yang-

hamil-melahirkan-dan-rawat-anak-di-penjara, Diakses Pada Tanggal 10 Juli 2023, Pukul 10:05 

WIB.  

https://www.suara.com/news/2019/12/25/170304/kegetiran-napi-perempuan-yang-hamil-melahirkan-dan-rawat-anak-di-penjara
https://www.suara.com/news/2019/12/25/170304/kegetiran-napi-perempuan-yang-hamil-melahirkan-dan-rawat-anak-di-penjara
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pemidanaan adalah menyadarkan narapidana agar menyesali perbuatannya 

mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat hukum, 

menjunjung tinggi nilai moral-moral kemanusiaan sehingga tercapai kehidupan 

masyarakat yang aman, tertib dan damai, sehingga program pembinaan tidak 

hanya untuk memberikan bekal hidup kepada narapidana perempuan dalam 

rangka berintegrasi kembali ke tengah-tengah masyarakat, tetapi juga 

memperhatikan pemenuhan hak narapidana perempuan terutama mereka yang 

sedang hamil dan menyusui. 

Sebagian narapidana tidak mendapatkan hak sesuai yang tertuang di dalam 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022. Banyak kelompok narapidana yang 

rentan terhadap pelanggaran hak asasi manusia dan tidak mendapatkan perlakuan 

yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, maka diharapkan 

pejabat atau petugas lembaga pemasyarakatan memahami dan 

mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 sehingga seluruh 

narapidana mendapatkan hak sebagai seorang narapidana serta mendapatkan 

perlakuan yang sesuai dengan segi-segi kemanusiaan dalam Islam. Pemenuhan 

hak bagi narapidana perempuan sangatlah krusial dan harus terpenuhi terutama 

berkaitan dengan sifat dan fungsi fisiologis perempuan yang berbeda dengan laki-

laki seperti menstruasi, kehamilan, melahirkan, hingga menyusui sehingga perlu 

untuk mendapatkan hak atas Kesehatan dan makanan yang layak. 

Berdasarkan latarbelakang diatas penelitian ini merupakan upaya untuk 

mengkaji tentang dunia Lembaga Pemasyarakatan yang menitikberatkan pada 

persoalan “Hak Narapidana Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB 
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Yogyakarta menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Perspektif Al-Huquq 

Al-Insaniyah. Terkait dengan penelitian tersebut akan di laksanakan di lembaga 

pemasyarakatan kelas IIB Yogyakarta dengan menggunakan perspektif Al-Huquq 

Al-Insaniyah  

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana mekanisme pelakasanaan hak narapidana perempuan di 

Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Yogyakarta menurut Undang-Undang 

Nomor 22 tahun 2022? 

2. Bagaimana implementasi pemenuhan hak narapidana perempuan di       

Lembaga Pemasyrakatan kelas IIB Yogyakarta ditinjau dari Al-Huquq Al-

Insaniyah 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk menjawab dan menjelaskan Bagaimana mekanisme pelakasanaan 

hak narapidana perempuan di Lembaga Pemasyrakatan kelas IIB 

Yogyakarta menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022. 

b. Untuk menjawab dan menjelaskan implementasi hak narapidana 

perempuan di lembaga pemasyarakatan kelas IIB Yogyakarta ditinjau 

dari Al-Huquq Al-Insaniyah. 

2.  Kegunaan Penelitian 

a. Secara Teoritis; Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

dan menambah wawasan ilmiyah dalam khazanah Hukum Tata Negara 

Islam, terutama terkait hak narapidana perempuan di Lembaga 
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Pemasyarakatan kelas IIB Yogyakarta menurut Undang-Undang Nomor 

22 Tahun 2022 perspektif Al-Huquq Al-Insaniyah 

b. Secara Praktis; Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi 

bagi pembaca seputar dialektika hak narapidana perempuan di lembaga 

pemasyarakatan kelas IIB Yogyakarta menurut Undang-Undang Nomor 

22 Tahun 2022 perspektif Al-Huquq Al-Insaniyah 

c. Untuk menyelesaikan tugas akhir tesis mahasiswa strata dua (S2) di 

Fakultas Syariah dan Hukum. 

D. Telaah Pustaka  

Penulis terlebih dahulu telah melakukan survey literatur telaah pustaka 

terhadap penelitian terdahulu agar penelitian yang akan dilakukan ini mempunyai 

bobot ilmiah dan dapat dipertanggung jawabkan keaslianya. Karena telaah 

pustaka ini berfungsi untuk menyediakan informasi tentang penelitian-penelitian 

yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, proses ini 

bertujuan untuk menghindari pengulangan pada penelitian-penelitian terdahulu 

dengan yang akan diteliti oleh penulis saat ini.  

Berdasarkan pra penelitian yang telah dilakukan, sepanjang pengetahuan 

peneliti tidak terdapat penulisan tesis atau karya ilmiah komperhensif lainya yang 

memiliki topik serta bahasan serupa mengenai hak narapidana perempuan di 

lembaga pemasyarakatan kelas IIB Yogyakarta menurut Undang-Undang Nomor 

22 Tahun 2022 perspektif Al-Huquq Al-Insaniyah.  
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Jurnal  yang ditulis oleh Aggreini Kresnadari 2018 yang berjudul 

“Pelaksanaan Pemenuhan Hak Atas Pelayanan Kesehatan Bagi Perempuan 

Narapidana Dalam Keadaan Hamil (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan 

Perempuan Kelas IIB Yogyakarta)” penelitian ini mengkaji pelaksanaan 

pemenuhan hak atas pelayanan kesehatan bagi perempuan narapidana dalam 

keadaan hamil (studi kasus Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB 

Yogyakarta). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa setiap narapidana 

perempuan yang sedang hamil dipenuhi haknya untuk memperoleh pelayanan 

Kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta sesuai 

dengan pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999. Karena 

adanya monitoring dan evaluasi oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan 

Perempuan Kelas IIB Yogyakarta sehingga dapat meminimalisir segala hambatan 

yang terjadi dalam pelaksanaan pemenuhan hak atas pelayanan kesehatan bagi 

perempuan yang sedang hamil.13  

Jurnal yang ditulis oleh Hanifah Mora Lubis dan Padmono Wibowo, 2021 

yang berjudul “Tinajuan Hak-Hak Narapidana Perempuan Lembaga 

Pemasyarakatan Kelas IIB Padangsidimpuan.” Penelitian ini mengkaji hak-hak 

narapidana perempuan di lembaga pemasyarakatan kelas IIB Padangsidimpuan. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pelayanan terhadap 

narapidana wanita belum terlaksana dengan baik karena tidak semua petugas 

pemasyarakatan memahami dan berperan dalam pemenuhan ha katas narapidana 

                                                           
13 Aggreini Kresnadari, “Pelaksanaan Pemenuhan Hak Atas Pelayanan Kesehatan Bagi 

Perempuan Narapidana Dalam Keadaan Hamil (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Perempuan 

Kelas IIB Yogyakarta,” Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi 6, no. 2 (2018): hlm 240. 
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wanita. Selain itu sarana dan prasarana yang masih terbatas sehingga pemenuhan 

hak-hak narapidana wanita masih terbatas dan belum dapat dilakukan secara 

maksimal. 14 

Jurnal yang ditulis oleh Anshar, Syawal Abdullajid 2021 yang berjudul 

“Pemenuhan Hak-Hak Khusus Narapidana Perempuan (Studi Pada Lembaga 

Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Ternate).” tulisan ini mengkaji tentang 

pelaksanaan pemenuhan hak-hak khusus narapidana perempuan dalam kondisi-

kondisi tertentu semisal sedang menstruasi, hamil, menyusui ataupun melahirkan 

yang mengambil objek studi pada lembaga perempuan kelas III Ternate. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan atas hak-hak khusus bagi narapidana 

perempuan belum diterapkan secara baik. Hal tersebut karena dipengaruhi adanya 

beberapa factor yang salah satunya ialah belum terdapat instrumen hukum yang 

dapat menjadi standarisasi pemenuhan akan hak-hak khusus bagi narapidana 

perempuan. Sehingga memberlakukan instrument hukum tersebut agar dapat 

segera diterapkan pada setiap lembaga pemasyarakatan perempuan di seluruh 

Indonesia.15 

Jurnal yang ditulis oleh Lin Srianturi, dkk 2023 yang berjudul “Hak-Hak 

Narapidana Perempuan Di Tinjau Dalam Hukum Islam.” Penelitian ini mengkaji 

tentang pandangan hukum Islam terhadap hak narapidana perempuan. Hak 

                                                           
14 Padmono Wibowo Hanifah Mora Lubis, “Tinjaun Hak-Hak Narapidana Perempuan Di 

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Padangsidimpuan,” Jurnal Syantak Dan Transformation 2, 

no. 3 (2021): hlm 307. 

 
15 Syawal Abdullajid Anshar, “Pemenuhan Hak-Hak KHusus Narapidana Perempuan 

(Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Ternate),” Jurnal Jurisprudentie 8, no. 1 (2021): 

hlm 74. 
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narapidana perempuan sebagai warga negara Indonesia yang hilang 

kemerdekaannya karena melakukan tindak pidana, haruslah dilakukan sesuai 

dengan Hak Asasi Manusia. Setiap narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan 

harus mendapatkan pemenuhan terhadap hak-haknya dan Lembaga 

Pemasyarakatan dituntut untuk memenuhi hak-hak para narapidana. Lembaga 

Pemasyarakatan merupakan tempat untuk mendidik narapidana agar lebih baik 

kemudian dikembalikan kemasyarakat. Selain menjamin hak-hak perempuan, 

Islam juga menjaga kaum perempuan dari segala hal yang dapat menodai 

kehormatannya, menjatuhkan wibawa dan merendahkan martabatnya. Islam tidak 

mengenal diskriminasi semua orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan 

Allah, baik laki-laki maupun perempuan. Adapun yang membedakan adalah 

tingkat keimanannya. Didalam dunia Islam, wanita memliki kedudukan yang 

mulia.16 

Jurnal yang ditulis oleh Mutmainah, dkk 2023 yang berjudul “Implementasi 

Aturan Tentang Hak-Hak Narapidana Perempuan Di Lembaga Pemasyarakatan 

Perempuan Kelas IIB Yogyakarta Pada Masa Pandemi Covid-19”. Tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi aturan tentang hak-hak 

narapidana perempuan di Lapas Wanita IIB Yogyakarta pada masa pandemi 

Covid-19. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Sebelum pandemi Covid-

19, Lapas memenuhi tiga hal dalam implementasinya, pertama, aturan yuridis 

normatif tentang pemenuhan hak asasi manusia sejalan dengan konsep Non-

Derogable Rights agar narapidana perempuan tidak pernah diperlakukan secara 

                                                           
16 Lin Srianturi, “Hak-Hak Narapidana Perempuan Ditinjau Dalam Hukum Islam,” Jurnal 

Ilmiah Hukum Keluarga Islam 7, no. 1 (2023): hlm 17. 
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tidak manusiawi. Kedua, pemenuhan hak keperdataan dengan membuat program 

pembinaan yang diikuti oleh seluruh narapidana dewasa dan anak agar terjadi 

perubahan perilaku yang baik. Selama pandemi Covid-19 ada 3 implementasi. 

Pertama, peraturan yuridis normatif terkait pemenuhan hak asasi manusia di Lapas 

adalah memberikan pelayanan yang maksimal tanpa diskriminasi kepada 

narapidana untuk mendapatkan akses sumber daya di bidang kesehatan. aman, 

berkualitas dan terjangkau. Kedua, pemenuhan hak keperdataan dilakukan dengan 

memberikan pelayanan maksimal namun diwajibkan 1) dengan mengukur suhu 

tubuh, 2) kewajiban Self Assessment Risiko COVID-19 dengan memakai masker, 

dan 3) mencuci tangan. Aturan ini juga berlaku untuk siswa pemasyarakatan, 

keluarga dan klien. Ketiga, dalam memenuhi realitas hak narapidana perempuan, 

Lapas menerapkan layanan berbasis online bagi narapidana dalam beberapa hal 

seperti pembebasan bersyarat, cuti sebelum bebas, dan cuti bersyarat bagi 

narapidana selama pencegahan Covid19.17 

Skripsi yang ditulis oleh Iis Hikmawati, Universitas Islam Negeri Raden 

Intan Lampung, Tahun 2023 dengan judul “ Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap 

Hak-Hak Narapidana Perempuan ( Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan 

Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung).”. Tindak Pidana merupakan gejala 

sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap masyarakat. Saat seorang narapidana 

menjalani vonis yang dijatukan oleh pengadilan, maka hak-hak sebagai warga 

negara akan dibatasi ruang geraknya karena ditempatkan di Lemabaga 

Pemasyarakatan. Tetapi masih ada hak-hak narapidana khususnya perempuan 

                                                           
17 Mutmainah, “Implementasi Aturan Tentang Hak-Hak Narapidana Perempuan Di 

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta Pada Masa Pandemi Covid-19”,” 

Jurnal Kajian Hasil Penelitian Hukum 7, no. 1 (2023): hlm 1. 
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yang harus dilindungi dalam sistem Pemasyarakatan Indonesia. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemenuhan hak-hak narapidana 

perempuan ditinjau dari UU No 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan dan 

bagaimana tinjauan Fiqih Siyasah terhadap hak-hak narapidana perempuan pada 

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Bandar Lampung. Hasil 

penelitian menunjukan bahwa hak-hak narapidana yang berada di Lembaga 

Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Bandar Lampung sudah terpenuhi dalam 

hal kesehatan, keamanan dan hak-hak lain seperti cuti bersyarat, cuti menjelang 

bebas dan mendapatkan kunjungan, dan tinjauan Fiqih Siyasah terhadap hak-hak 

narapidana perempuan pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A 

Bandar Lampung sudah sesuai, dengan terpenuhinya Hifz al-nafsi (memelihara 

jiwa) dalam Maqoshid Syari’ah, dan penerapan Siyasah Tanfidziyah sudah 

terpenuhi dengan di berlakukanya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 

Tentang Pemasyarakatan.18 

Tesis yang ditulis oleh Desborn Rico Purba, pada tahun 2018 yang berjudul 

“Hak Narapidana Perempuan Atas Reproduksi Di Lembaga Pemasyarakatan 

Perempuan Kelas IIB Wirogunan Kota Yogyakarta.” Penelitian ini mengkaji 

tentang Hak narapidana wanita atas reproduksi di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan 

Kelas IIB Wirogunan Kota Yogyakarta yang diberikan merupakan hak-hak narapidana 

secara umum saja yaitu hak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak 

yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. 

                                                           
18 Iis Hikmawati, “Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Hak-Hak Narapidana Perempuan ( 

Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung).”( Skripsi 

Univeritas Raden Intan Lampung, 2023), hlm 1. 
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Namun dalam hal hak narapidana wanita atas reproduksi dilembaga pemasyarakatan 

perempuan tersebut secara khusus tidak ada diberikan terutama tentang fasilitas khusus 

yaitu tempat untuk menyusui dan fasilitas tempat ruangan untuk anak (bayi). Dimana hak 

reproduksi merupakan Hak Asasi Manusia yang harus dilindungi dan dihormati terhadap 

seorang wanita.19 

1. Berdasarkan penelitian pada objek Al-Huquq Al-Insaniyah:   

Tesis yang ditulis oleh Sri Aryanti Kristianingsih 2017 yang berjudul “Hak 

Narapidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Studi Di Rutan Salatiga)” 

penelitian ini mengkaji tentang pengaturan hak-hak narapidana sejalan dengan 

pengakuan, penghormatan dan perlindungan HAM, nampak pada pengaturan hak-

hak narapidana melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun 

aturan internasional tentang HAM yang diadopsi dan digunakan di Indonesia, 

sejalan dengan pengakuan, penghormatan dan perlindungan HAM. Pelaksanaan 

hak-hak narapidana di RUTAN Salatiga sudah berjalan cukup baik. Hak 

narapidana dalam pasal 14 UU No. 12 tahun 1995 maupun non derogable rights 

juga sudah dilaksanakan oleh RUTAN Salatiga, namun keterbatasan sarana dan 

pra sarana berpengaruh pada pelaksanaan hak-hak tersebut. Pengetahuan dan 

kesadaran narapidana akan hak-haknya cenderung kurang menyeluruh. 

Narapidana cenderung hanya memfokuskan pada pemenuhan hak menerima 

kunjungan, hak mendapatkan remisi, pembebasan bersyarat, dan cuti menjelang 

bebas. Demi hak-hak tersebut narapidana berusaha berkelakuan baik, tidak mau 

mencari masalah dengan sesama narapidana maupun dengan petugas, dan 

                                                           
19 Desborn Rico Purba, Hak Narapidana Perempuan Atas Reproduksi Di Lembaga 

Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Wirogunan Kota Yogyakarta, (Tesis Universitas Atma Jaya 

Yogyakarta, 2018). 
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cenderung mau mengikuti semua kegiatan pembinaan meskipun ada unsur 

keterpaksaan karena rutinitas dan adanya evaluasi.20  

Jurnal yang ditulis oleh Ferrario tahun 2018 yang berjudul “Hak 

Narapidana dalam Perspektif HAM.” Penelitian ini membahas tentang apakah 

pengaturan hak-hak narapidana sejalan dengan prinsip-pirinsip Hak Asasi 

Manusia (HAM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hak-hak 

narapidana sejalan dengan pengakuan, penghormatan dan perlindungan HAM, 

nampak pada pengaturan hak-hak narapidana melalui peraturan perundang-

undangan yang berlaku maupun aturan internasional tentang HAM yang diadopsi 

dan digunakan di Indonesia, sejalan dengan pengakuan, penghormatan dan 

perlindungan HAM. Akan tetapi, Pengetahuan dan kesadaran narapidana akan 

hak-haknya cenderung kurang menyeluruh. Narapidana cenderung hanya 

memfokuskan pada pemenuhan hak menerima kunjungan, hak mendapatkan 

remisi, pembebasan bersyarat, dan cuti menjelang bebas. Demi hak-hak tersebut 

narapidana berusaha berkelakuan baik, tidak mau mencari masalah dengan sesama 

narapidana maupun dengan petugas, dan cenderung mau mengikuti semua 

kegiatan pembinaan meskipun ada unsur keterpaksaan karena rutinitas dan adanya 

evaluasi. Pengetahuan petugas tentang hak-hak narapidana cukup baik, tahu apa 

saja yang menjadi hak-hak narapidana yang harus dipenuhi, meskipun tidak hafal 

                                                           
20 Sri Aryanti Kristianingsih, “Hak-Hak Narapidana Wanita di Lembaga Pemasyarakatan 

Kelas II A Watampone Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang 

Pemasyarakatan,” 2017, Tesis, Universitas Islam Indonesia.  
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secara detail, perlu peningkatan sarana dan pra sarana supaya pemenuhan hak-hak 

narapidana dapat optimal.21 

Jurnal yang ditulis oleh Donny Michael tahun 2017 yang berjudul 

“Penerapan Hak-Hak Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Klas I A 

Tanjung Gusta, Sumatera Utara Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia.” 

Penelitian ini membahas tentang Lembaga Pemasyarakatan sebagai representasi 

pemerintah telah berupaya memberikan pelayanan pembinaan kepada narapidana 

dengan sebaik-baiknya. Dalam konteks pembinaan ini pula diupayakan agar hak-

hak narapidana terpenuhi. Hasil penelitian menunjukkan faktor penghambat dalam 

penerapan hak-hak narapidana antara lain (1) relatif bersifat klasik normatif yang 

terjadi sejak lama tentang kelebihan narapidana, keterbatasan anggaran, lemahnya 

koordinasi antar instansi, (2) maupun bersifat teknis dan administratif dokumen 

yang harus dimiliki Narapidana untuk dapat memperoleh hak-haknya, (3) 

dinamika hukum dalam perlakuan terhadap Narapidana. Faktor pendukung dalam 

penerapan hak-hak narapidana bersumber dari pihak narapidana dan petugas lapas 

dalam menjalankan program pembinaan di lapas serta produk hukum berupa Surat 

Edaran Menteri Hukum dan HAM RI khusus terkait pelaksanaan ketentuan justice 

collaborator, sekalipun keberadaannya mengandung sisi kontroversial dari 

perspektif hukum.22  

                                                           
21 Ferrario, “Hak Narapidana Dalam Perspektif HAM,” Jurnal Penelitian Hukum De Jure 

17, no. 2 (2018): hlm 261. 

 
22 Donny Michael, “Penerapan Hak-Hak Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Klas I 

A Tanjung Gusta, Sumatera Utara Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia,” Jurnal Penelitian 

Hukum Dejure 17, no. 2 (2017): hlm 249. 
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Jurnal yang ditulis oleh Nabilah Nazifah tahun 2021 yang berjudul “Hak 

Narapidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia di Lembaga Permasyarakatan 

Kelas II A Samarinda.” Penelitian ini membahas tentang Analisis rencana 

kebebasan tahanan sesuai dengan standar HAM dan fasilitas serta prasarana buat 

penegakan hak-hak Terpidana di Lapas Kelas II A Samarinda. Hasil riset 

menampilkan kalau sistem hak-hak Terpidana bukan berubah-ubah karena kita 

sudah ada P2HM (Program Pelayanan Publik Berbasis HAM). Penerapan hak-hak  

Terpidana  di  Lapas  Kelas  II  A  Samarinda  sudah  berjalan  cukup  baik, 

namun  ada  keterbatasan  sarana  serta  pra  sarana  dalam  pemenuhan  hak-hak 

tersebut. Karena bangunan di Lapas Kelas II A Samarinda yakni bangunan lama 

jadi buat pengembangan infrastruktur kita di tuntut buat memenuhi HAM dalam 

pelayanan publik cuma terkendala sarana serta pra sarana dari segi infrastruktur. 

Jadi demi pemenuhan hak-hak Terpidana di Lapas Kelas II A Samarinda akan 

berusaha mengoptimalkan dengan baik masalah-masalah tersebut, agar mudah-

mudahan hak-hak terpidana bisa terpenuhi sesuai dengan HAM.23  

Penelitian tentang hak narapidana perempuan sudah banyak diteliti oleh 

banyak orang akan tetapi yang membedakan penelitian yang saya lakukan dengan 

penelitian yang terdahulu yaitu penelitian saya meneliti tentang Hak Narapidana 

Perempuan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Yogyakarta menurut Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 2022 Perspektif Al-Huquq Al-Insaniyah. Sehingga judul 

penelitian saya dengan peneliti yang lain berbeda baik dari segi lokasi penelitian 

serta dari sisi perspektifnya dan undang-undang yang dikaji.  

                                                           
23 Nabila Nazifah, “Hak Narapidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Di Lembaga 

Permasyarakatan Kelas II A Samarinda,” Jurnal Penelitian Ilmu Hukum 1, no. 3 (2021): hlm 98. 
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E. Kerangka Teoritik 

Agar dapat menjawab permasalahan yang akan dibahas, pada penelitian ini 

digunakan teori sebagai pisau analisis untuk mengkaji serta memberikan 

argumentasi bahkan memberikan pembenaran terkait dengan Hak Narapidana 

Perempuan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Yogyakarta menurut 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Perspektif Al-Huquq Al-Insaniyah 

1. Hak Hukum Narapidana   

Seorang yang menjalani masa pidananya bukan hanya mendapat hukuman secara 

fisik, namun juga dari sisi psikologis dimana seorang narapidana diharuskan mengikuti 

kewajiban aturan selama dalam lembaga pemasyarakatan. Kewajiban aturan ini haruslah 

berjalan imbang dengan adanya hak yang harus diperoleh oleh para narapidana. 

Narapidana tetaplah dilindungi haknya dengan upaya perlindungan hukum terhadap 

beberapa kebebasan dan hak asasi narapidana (fundamental rights and freedoms of 

prisioner).24 

Hukum merupakan hal yang esensial dalam eksistensi negara dan menjadi 

perhatian penting  karena  dapat  melindungi  masyarakat  dari  penguasa  tirani  

atau  totaliter.25 Selain itu dapat mengatasi orang atau kelompok tertentu yang 

berperilaku anarkis. Hukum   merupakan   wadah   untuk   melindungi 

masyarakat. Oleh karena itu, Negara memiliki peran penting dalam melindungi 

hak rakyatnya secara adil dan beradab karena salah satu kunci kekuatan suatu 

                                                           
24 Nawawie Arief, Barda, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum 

Pidana,” (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998), hlm 45.  
 
25 Harold Joseph Berman, Talks on American Law: A Series of Broadcasts to Foreign 

Audiences by Members of the Harvard Law School Faculty, (Newyork: Vintage Books, 1961), 

hlm. 2.  
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negara tidak terlepas dari  bagaimana  negara  dapat  melindungi  rakyatnya  dari  

segala  ancaman  baik  fisik  maupun  ancaman  lainnya.  Artinya ada  

perlindungan  hak  asasi  manusia  (HAM)  yang  harus ditekankan secara 

fundamental di dalam negara. 

Hak narapidana adalah hak-hak yang dimiliki oleh narapidana. Di dalam 

Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa hak memiliki pengertian tentang 

sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat 

sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dsb), kekuasaan 

yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat. 

Narapidana adalah orang atau terpidana yang sedang menjalani hukumanya di 

Lembaga Pemasyarakatan karena sebagian kemerdekaannya hilang. Hak 

narapidana adalah hak yang dimiliki oleh narapidana yang telah diatur di dalam 

peraturan perundang-undangan.  

Setiap Warga Negara Indonesia berhak mendapatkan hak termasuk ketika 

seseorang diputuskan bersalah oleh Majelis Hakim dan harus menjalankan 

hukumannya di dalam Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS).26 Dalam hal ini, 

pemenuhan hak narapidana dirumuskan dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-undang 

No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Pemenuhan hak tersebut haruslah 

berlandasan asas persamaan dihadapan hukum. Yang diartikan sebagai perlakuan 

dan pelayanan yang sama kepada warga binaan pemasyarakatan tanpa 

memandang status sosial, ekonomi, agama, maupun ras. 

                                                           
26 Petrus Irwan Panjaitan, dkk, Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perspektif Sistem Peradilan 

Pidana Penjara, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995), hlm.48.  
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Hak hukum yaitu hak seseorang dalam kapasitasnya sebagai subjek hukum 

yang secara legal tercantum dalam hukum yang berlaku. Setiap manusia memiliki 

hak yang harus di penuhi. Hak adalah suatu kewenangan atau kekuasaan yang 

diberikan oleh hukum. Suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Baik 

pribadi maupun umum. Dapat diartikan bahwa hak adalah sesuatu yang patut atau 

layak diterima. Contoh hak untuk hidup, hak untuk mempunyai keyakinan.27 

Setiap manusia harus dilindungi, Perlindungan hukum narapidana dapat 

diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan 

hak asasi narapidana (fundamental rights and freedoms of prisoners) serta 

berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan narapidana. 

Adanya hak hukum dengan tegas melarang semua bentuk penganiayaan atau 

tindakan kejam lain, perlakuan dan pidana yang tidak manusiawi dan 

merendahkan martabat manusia.28 

 Meijers mengemukakan bahwa dalam sejarah, tiada suatu pengertian pun 

yang menduduki posisi sentral dalam hukum perdata selain hak. Kiranya apa yang 

dikemukakan oleh Meijers tersebut memang tepat karena hak merupakan sesuatu 

yang melekat pada manusia baik pada aspek fisik maupun aspek eksistensialnya. 

Bahkan lebih dari yang dikemukakan Meijers, disini dikemukakan bahwa posisi 

                                                           
27 Zainal Asikin, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: Pt RajaGrafindo Persada, 

2012).Cet.1.hlm.115. 

 
28 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan 

KUHP Baru), (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 15.  
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hak bukan hanya pada hukum perdata saja, melainkan pada semua hukum. Hukum 

memang dibuat karena adanya hak. 29 

Meskipun sudah menjadi narapidana, narapidana tetaplah manusia yang 

masih mempunyai hak asasi yang tetap melekat terhadap dirinya. Perlindungan 

Hak Asasi Narapidana juga telah diatur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 

1999 tentang Hak Asasi Manusia.30 Pemenuhan hak terhadap narapidana menjadi 

keharusan yang wajib dilaksanakan oleh lembaga pemasyarakatan. Mengingat 

bahwa lembaga pemasyarakatan merupakan lembaga yang memberikan layanan 

public dan memiliki standar layanan public yang harus dipenuhi.  

2. Al-Huquq Al-Insaniyah 

Hak asasi manusia (Al-Huquq Al-Insaniyah) adalah hak-hak yang dimiliki 

manusia semata-mata karena dia manusia. Umat manusia memilikinya bukan 

karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, 

melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Dalam arti ini, 

hak tersebut juga tidak dapat dicabut (inalienable), yang artinya seburuk apapun 

perlakuan yang telah dialami seseorang atau betapapun bengisnya perlakuan 

seseorang, dia tidak akan berhenti menjadi manusia, sehingga tetap memiliki hak-

hak tersebut. Hal tersebut juga berlaku bagi narapidana yang sedang menjalani 

pidana di Lembaga Pemasyarakatan maupun Rumah Tahanan khususnya 

narapidana perempuan yang berada di lembaga pemasyarakatan kelas IIB 

Yogyakarta. 

                                                           
29 Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 172. 

 
30 Bambang Purnomo, Hukum Pidana, (Jakarta: Cetakan I, Bina Aksara,),hlm  151. 
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Pengaturan terkait perlindungan hak-hak manusia tersebut 

diimplementasikan untuk menjamin dan melindungi hak-hak manusia termasuk 

narapidana. Semestinya tidak ada perbedaan perlindungan hak asasi manusia, 

karena hak tersebut melekat pada diri manusia untuk dilindungi walaupun sedang 

berada menjalani hukum di penjara. Tahun 1963 terjadi perubahan dalam 

pelembagaan narapidana, yang semula dikenal dengan sistem kepenjaraan 

menjadi sistem pemasyarakatan. Perubahan tersebut menghendaki adanya 

pandangan bahwa penghukuman yang dijatuhkan oleh para narapidana bukanlah 

suatu tindakan dendam dari negara melainkan untuk mendidik dan membimbing 

mereka agar ketika sudah bebas nantinya dapat kembali membaur seperti 

masyarakat pada umumnya.31 

Prinsip fundamental dari suatu keadilan adalah adanya pengakuan bahwa 

semua manusia itu memiliki martabat yang sama. Di samping itu, semua manusia 

memiliki hak-hak yang diperolehnya, selain kewajiban-kewajiban yang mesti 

dilaksanakan sebagai sebuah konsekuensi kehidupan. Hak-hak yang paling 

fundamental itu adalah aspek-aspek kodrat manusia atau kemanusiaan itu sendiri. 

Kemanusiaan setiap manusia merupakan amanat dan ide luhur dari Allah SWT, 

Yang Maha Pencipta yang menginginkan setiap manusia dapat tumbuh dan 

berkembang dalam kehidupannya untuk menuju dan mencapai kesempurnaannya 

sebagai manusia. Oleh karena itu, setiap manusia harus dapat mengembangkan 

diri sedemikian rupa sehingga dapat terus berkembang secara leluasa. 

                                                           
31 Ticoalu, “Perlindungan Hukum Pada Narapidana Wanita Hamil Di Lembaga 

Pemasyarakatan.,” Jurnal Hukum Lex Crimen 2, no. 2 (2013): hlm 2. 
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Risalah Islamiyyah yang dibawa oleh nabi Muhammad SAW telah diyakini 

sebagai ajaran yang bersifat universal. Isi dan muatan ajarannya mengandung 

nuansa kasih sayang dan rahmatalilalamin untuk seluruh lapisan umat manusia. 

Di antara sekian ajarannya, berkait ajaran hak asasi manusia, yang batu 

pertamanya secara historis telah diletakkan sejak Islam itu lahir, tepatnya pada 

akhir abad ke-6 Masehi. Sejak abad ke-6 Masehi ini, Islam telah berusaha 

menggelorakan untuk menghapus perbudakan serta membina sendi-sendi hak-hak 

asasi manusia. Walaupun, pada masa permulaan Islam, pelaksanaannya dilakukan 

secara bertahap (tadrîj) sehingga pembasmian terhadap perbudakan tidak 

dilakukan dengan sekaligus. Islam mengajarkan umatnya agar menghormati dan 

mengakui hak-hak hidup seseorang. Islam mengajarkan bahwa hidup dan mati 

adalah dalam kekuasaan Allah SWT Yang Maha Kuasa. Sehingga tidak dapat 

seorangpun mengganggu hak hidup orang lain.  

Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi 

Manusia Pasal 1 angka 1 Hak Asasi Manusia adalah Seperangkat hak yang 

melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha 

Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan 

dilindungi oleh Negara hukum, pemerintahan, dan setiap manusia.32 Sedangkan 

Gunawan Setiardjo memberikan pengertian tentang Hak Asasi Manusia, yakni 

hak-hak yang melekat pada manusia berdasarkan kodratnya. Jadi hak-hak yang 

dimiliki sebagai manusia dan HAM harus dipahami dan dimengerti secara 

universal.  

                                                           
32 Undang-undang nomor 39 Tahun 1999 Pasal 1 Angka 1. 
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Dalam bahasa Arab, HAM dikenal dengan (Haqq al- Insânî al-Asâsî atau 

juga disebut Haqq al-Insânî ad-Darûrî), yang terdiri terdiri atas tiga kata, yaitu: 

kata hak (haqq) artinya: milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat 

sesuatu, dan merupakan sesuatu yang harus diperoleh. Kata manusia (al-insân) 

artinya: makhluk yang berakal budi, dan berfungsi sebagai subyek hukum. Asasi 

(asasi) artinya: bersifat dasar atau pokok. Ibn Rusyd lebih menegaskan bahwa 

HAM dalam persepsi Islam telah memberikan format perlindungan, pengamanan, 

dan antisipasi terhadap berbagai hak asasi yang bersifat primair (darûriyyât) yang 

dimiliki oleh setiap insan. Perlindungan tersebut hadir dalam bentuk antisipasi 

terhadap berbagai hal yang akan mengancam eksistensi jiwa, eksistensi 

kehormatan dan keturunan, eksistensi harta benda material, eksistensi akal 

pikiran, serta eksistensi agama. 

Secara teoritis hak asasi manusia (HAM) adalah hak yang melekat pada diri 

manusia yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai suatu anugrah Allah SWT 

yang harus dihormati, dijaga, dan dilindungi. Hakekat HAM Itu sendiri adalah 

merupakan upaya menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui 

aksi keseimbangan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum. 

Begitu pula upaya menghormati, melindungi dan menjunjung tinggi HAM 

menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama antara individu, pemerintah dan 

negara.33 Hak Asasi Manusia mengajarkan prinsip-prinsip universal persamaan 

dan kebebasan manusia sehingga tidak boleh ada diskriminasi, eksploitasi, 

                                                           
33 Susani Triwahyuningsih, “Perlindungan Dan Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) Di 

Indonesia,” Jurnal Hukum 2, no. 2 (2018): hlm 113. 
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kekerasan terhadap sesama manusia, serta pembatasan dan pengekangan terhadap 

kebebasan dasar manusia.  

Hak asasi dalam Islam berbeda dengan dengan pengertian HAM pada 

umumnya. Dalam Islam seluruh hak asasi adalah kewajiban bagi negara maupun 

individu yang tidak boleh diabaikan. Oleh karena itu, negara bukan saja menahan 

diri dari menyentuh hak asasi tersebut melainkan juga mempunyai kewajiban 

untuk melindungi dan menjamin hak-hak tersebut. Hak asasi manusia dalam Islam 

tertuang secara trasenden untuk kepentingan manusia. Sistem HAM dalam Islam 

mengandung prinsip-prinsip dasar tentang persamaan, kebebasaan dan 

penghormatan terhadap sesama manusia. 

Kehadiran Islam memberikan jaminan pada kebebasan manusia agar 

terhindar dari kesia-siaan dan tekanan, baik yang berkaitan dengan masalah 

agama, politik dan ideologi. Islam mengajarkan pentingnya penghormatan dan 

penghargaan terhadap sesama manusia, karena Islam sebagai agama yang 

memanusiakan manusia, hal ini tercermin dalam Al-qur’an surah  Al Hujrat ayat 

13.34 

نثَََٰ وجََعَلۡنََٰكُمۡ شُعُوبٗا وَقَبَائٓلَِ لِِعََارَفُوٓا ْۚ إنَِّ 
ُ
ِن ذَكَرٖ وَأ هَا ٱلنَّاسُ إنَِّا خَلقَۡنََٰكُم م  يُّ

َ
َٰٓأ يَ

َ عَليِمٌ خَبيِر  َٰكُمْۡۚ إنَِّ ٱللََّّ تۡقَى
َ
ِ أ كۡرَمَكُمۡ عِندَ ٱللََّّ

َ
   أ

Artinya : “Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-

laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan 

                                                           
34 Al-Hujrat (49): 13. 
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bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang 

paling mulia di antara kamu di sisi Allah SWT ialah orang yang paling bertakwa 

di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitan lapangan (field research) yaitu 

penelitian dengan mengumpulkan data dari lapangan, memaparkan dan 

menggambarkan keadaan serta fenomena yang lebih jelas terkait dengan Hak 

Narapidana Perempuan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Yogyakarta 

menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Perspektif Al-Huquq Al-

Insaniyah. 

2. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriftip analisis yaitu penelitian yang digunakan 

untuk menganalisis data mendeskripsikan atau menggambarkan data atau 

fenomena yang terjadi.35 Penelitian deskriptif analisis berupa pemaparan, 

penjelasan dan analisis dari penelitian yang dilakukan mengenai Hak Narapidana 

Perempuan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Yogyakarta Menurut Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 2022 Perspektif Al-Huquq Al-Insaniyah. 

 

 

 

 

                                                           
35 Matthew B Miles dan A Michael Huberman, Analisis Data Kualitatif (Jakarta: Press, 1992), 

hlm 43. 
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3. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan yuridis empiris.36 

Pendekatan dilakukan dengan cara melihat dan menganalisis Hak Narapidana 

Perempuan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Yogyakarta menurut Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 2022 Perspektif Al-Huquq Al-Insaniyah. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

a. Wawancara 

Wawancara atau interviu merupakan kegiatan tanya jawab secara lisan 

antara dua orang atau lebih secara langsung. Pada wawancara ada dua pihak yang 

menempati posisi yang berbeda. Satu sebagai pihak pencari informasi dan pihak 

lain sebagai pemberi informasi atau informan (responden).37 Wawancara dalam 

penelitian ini yaitu wawancara langsung yang dilakukan dengan pihak narapidana 

perempuan (WBP)  di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Yogyakarta, 

wawancara dengan petugas pembinaan keperibadian, petugas pembinaan 

kemandirian, petugas poliklinik serta petugas bagian umum.  

b. Observasi 

Observasi merupakan suatu cara atau teknik pengumpulan data dengan 

melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap gejala yang ada 

dalam objek penelitian.38 Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 

peneliti melakukan pengamatan langsung di lapangan terkait dengan hak 

                                                           
36 Mustika Zad, Metode Penelitian Perpustakaan (Jakarta: Yayasan Obor Nasional, 2004), hlm 

2. 
37 Soemitro Romy, Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri (Jakarta: Ghalia Indonesia, 

1990), hlm 8. 

 
38 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian (Jakarta: Rienaka Cipta, 2010), hlm 12. 
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narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Yogyakarta 

menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Perspektif Al-Huquq Al-

Insaniyah. 

c. Dokumentasi 

Merupakan pengumpulan data dengan cara melihat dokumen atau catatan 

yang ada pada subjek atau lokasi penelitian. Dokumentasi pada penelitian ini yaitu 

dengan melihat dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Hak Narapidana 

Perempuan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Yogyakarta menurut Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 2022 Perspektif Al-Huquq Al-Insaniyah  

5. Sumber Data  

Sumber data dari penelitian ini terdiri dari dua, yaitu: 

a. Data Primer 

Data primer merupakan data yang diperoleh dari orang-orang yang 

diangggap mengetahui dan dapat dipercaya untuk menjadi sumber data yang 

mempunyai kaitan dengan permasalahan yang akan penulis teliti. Data Primer 

dalam penelitian ini yaitu data yang diperoleh dari informan melalui wawancara, 

dokumentasi, observasi di lapangan. 

b. Data Sekunder 

Yaitu data pendukung yang diperoleh oleh peneliti secara tidak langsung, 

seperti buku-buku literatur, data yang berupa dokumen, peraturan perundang-

undangan yang mencangkup undang-undang nomor 22 tahun 2022, undang-

undang Nomor. 12 Tahun 1995 Pasal 14 ayat (1) Tentang Pemasyarakatan, 

undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 1 angka 1 Tentang Hak Asasi 
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Manusia, Al-Qur’an Surah Al-Hujrat ayat 13, dan informasi lain yang terkait 

dengan penelitian yang dilakukan. 

6. Teknik Analisis Data  

Setelah berbagai data dalam penelitian diperoleh, maka selanjutnya 

dilakukan analisis data temuan di lapangan. Analisis data merupakan suatu upaya 

penyederhanaan data sehingga mudah untuk ditafsirkan.39 Teknik analisis data 

yang dilakukan bersifat deskriptif analisis, mulai dari proses pengumpulan data, 

mereduksi, mengklasifikasi, mendeskripsikan, penyajian dan interpretasi semua 

informasi yang secara data serta secara selektif telah terkumpul.40 

G.  Sistematika Pembahasan 

  Sistematika dibuat agar peneliti lebih terarah dalam menyusun proposal 

secara sistematis serta terfokus pada persoalan yang sedang dikaji. Maka 

sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa bagian yaitu:  

Pada Bab pertama dalam penelitian tesis ini meliputi pendahuluan yang 

menjabarkan latar belakang masalah, dijawab dengan rumusan masalah, kemudian 

tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka sebagai acuan maupun perbedaan 

dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan, kerangka teoretik 

yang dijadikan sebagai alur pemikiran dari data yang diperoleh, dilanjutkan 

dengan metode penelitian dan terakhir sistematika pembahasan. 

                                                           
39 Aries Victorianus Siswanto, Strategi Dan Langkah-Langkah Penelitian,  Yogyakarta: 

Graha Ilmu, 2012, hlm. 70. 

40Matthew B Miles dan A Michael Huberman,  Analisis Data Kualitatif,  Jakarta: UI 

Press, 1992, hlm. 43. 
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Bab kedua memaparkan dan mendeskripsikan teori tentang Hak Hukum 

Narapidana dan Al-Huquq Al-Insaniyah yang menjelaskan tentang hak hukum, 

hak narapidana, Hak Asasi Manusia Dalam Islam, Historis Hak Asasi Manusia, 

konsep Hak Asasi Manusia Dalam Islam, serta Perlindungan Islam Terhadap Hak 

Asasi Manusia  

Bab ketiga membahas tentang gambaran secara umum lokasi penelitian 

yaitu yang meliputi profil dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Yogyakarta Di 

Jl. Mgr. Sugiyono Pranoto No. 35, Wukirsari, Baleharjo, Kec. Wonosari, 

Kabupaten Gunung Kidul, DIY, Visi Misi Lembaga Pemasyarakatan Perempuan 

Kelas IIB Yogyakarta, Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga 

Pemasyarakatan Kelas IIB Yogyakarta, Data Lembaga Pemayakarakatan Kelas 

IIB Yogyakarta,  Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang 

Pemasyarakatan, Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Penegakkan Hukum 

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022.  

Pada Bab keempat, peneliti melakukan analisis terhadap Hak Hukum 

Narapidana Perempuan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Yogyakarta 

menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 serta analisis Hak Narapidana 

Perempuan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Yogyakarta perspektif Al-

Huquq Al-Insaniyah. 

Kemudian Bab kelima, pada Bab ini dipaparkan kesimpulan dari peneliti 

dan saran-saran. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 

1. Mekanisme pelaksanaan hak narapidana perempuan di lembaga 

pemasyakaratan telah dilakukan akan tetapi dalam proses pelaksanaan hak-

hak narapidana belum maksimal. Ada beberapa hak yang memang belum 

terpenuhi di Lembaga pemasyarakatan. Mekanisme pelaksanaan hak 

narapidana dibuat dengan berbagai bentuk dan cara seperti misalnya sudah 

disediakanya tempat ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-

masing yang di lengakapi dengan fasilitas ibadah serta bangunan yang 

cukup besar dan tempat yang bersih dan rapih menjadikan narapidana lebih 

memilih untuk melaksanakan sholat di masjid disbanding di dalam kamar, 

pemberian layanan informasi untuk narapidana lembaga pemasyarakatan 

sudah menyediakan telepon untuk narapidana berkomunikasi dengan 

keluarga diwaktu-waktu yang telah ditentukan. Narapidana juga telah 

menyediakan perpustakaan di lapas sehingga narapidana bisa membaca 

buku-buku yang ada di lembaga pemasyarakatan perempuan agar tidak 

bosan, serta danya sistem pengajaran baik secara rohani maupun jasmani 

sehingga dapat menunjang pengetahuan narapidana selama berada di Lapas. 

2. Implementasi Pemenuhan hak narapidana perempuan di lemabaga 

pemasyarakatan kelas IIB Yogyakarta sudah dilakukan akan tetapi dalam 

pemenuhanya  belum dilakukan secara maksimal hal itu dibuktikan dengan 
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adanya hak narapidana yang belum terpenuhi. Selain itu, proses pemenuhan 

hak narapidana belum mencerminkan nilai-nilai Hak Asasi Manusia Dalam 

Islam. Terdapat adanya pelanggaran HAM dalam Islam di Lembaga 

Pemasyarakatan Kelas IIB Yogyakarta dalam proses pemenuhan hak 

narapidana. Hal ini disebabkan oleh kurangnya upaya memperkuat 

kemampuan yang belum sepenuhnya dimiliki petugas lapas dalam 

memahani nilai-nilai hak asasi manusia (HAM) terkait dengan upaya 

memenuhi hak narapidana perempuan. 

B. Saran 

Diharapkan kepada pemerintah agar melakukan political will untuk segera 

menyusun standariisasi pemenuhan hak untuk narapidana wanita di Lembaga 

Pemasyarakatan. Dengan adanya instrument hukum diharapkan mampu untuk 

mengendalikan lebih perinci menimpa standarisasi ketersediaan fasilitas serta 

prasarana yang selayaknya dibutuhkan disetiap lapas wanita di Indonesia. Tidak 

hanya itu pula diharapkan terdapatnya kenaikan kemampuan petugas dalam 

memahami nilai-nilai hak asasi manusia sehingga dengan adanya pemahaman dan 

pendalam edukasi mengenai pentingnya nilai-nilai HAM menjadikan 

terpebuhinya pemenuhan hak narapidana secara keseluruhan sesuai dengan yang 

terdapat di dalam regulasi pemasyarakatan. 
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